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ABSTRAK 

 

Maghfiroh, Aris. 2018.“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu 

Q Krispy di Kabupaten Madiun.”Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Bisnis, Waralaba 

 

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu memenuhinya sendiri 
dan membutuhkan orang lain. Objek dalam jual beli merupakan hal yang 

terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Dalam bisnis waralaba Tahu 

Q Krispy di Kabupaten Madiun terdapat beberapa kejanggalan diantaranya dalam 

menjalin hubungan kemitraan terdapat franchisee yang melakukan pencabangan 

outlate Tahu Q Krispy di luar pengetahuan dari franchisor. Idealnya dalam 

pembukaan cabang outlate hanya dapat dilakukan oleh pihak franchisee dengan 

izin dari pihak franchisor.Selain itu beberapa pihak franchisee ada yang membeli 

bumbu tidak diperusahaan sedangkan dalam perjanjian awal sudah menjadi 

kesepakatan bahwa francisee diwajibkan membeli bumbu di perusahaan. 

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu 

dibahas adalah: 1). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual 

Beli Bersyarat Dalam Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun. 2). 

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Brand Dalam Bisnis 

Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun.  

Menurut jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan cara berfikir yang Induktif. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian data diolah melalui proses editing, organizing, dan penemuan hasil 

data.  

Dari hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Jual beli 

yang ada di perusahaan waralaba Tahu Q Krispy tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi 

rukun syarat jual beli yaitu ijab dan qabul, pembeli dan mitra dengan suka rela 

melakukan transaksi jual beli, sedangkan dari segi akad juga sudash memenuhi 

syarat dari jual beli itu sendiri yaitu adanya orang yang melakukan akad, yaitu 

penjual dan pembeli. Dalam ketentuan jual beli bersyarat juga sudah memenuhi 

ketentuan hukum Islam karena lebih banyak mendatangkan maslahah daripada 

madharatnya. 2). Objek jual beli brand diperbolehkan dalam hukum Islam dalam 

menetukan harga brand dan peralatannya telah diketahui oleh pihak mitra secara 

jelas dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan 

menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat 

universal dalam hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan 

Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin 

memberikan penjelasan tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum 

yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta‟rif ini 

mencakup hukum syari’ah dan hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh 

terkandung didalamnya.
1
 

Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar 

pada dua macam hubungan, yakni vertikal kepada Allah dan horizontal 

yaitu berhubungan sesama manusia dan sekitarnya. Di sisi lain manusia 

juga senantiasa berhubungan dengan lainnya dalam bentuk mu’amalah, 

                                                 
1
 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Menjawab Tantangan 

Zaman Yang Terus Berkembang) (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 3. 

1 
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baik di bidang kekayaan maupun di bidang kekeluargaan.
2
 

Menurut Islam, kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum 

syara‟. Artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh 

dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan 

kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia 

maupun di akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT.
3 

Karena hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat dan 

senantiasa mengalami perubahan, maka Hukum Islam itu perlu dan harus 

mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat 

tersebut. Hal ini diperlukan agar Hukum Islam mampu mewujudkan 

kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat 

dan waktu. Gambaran tentang kemampuan Syariat Islam dalam 

menjawab tantangan modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan 

beberapa prinsip syariat Islam, diantaranya adalah prinsip yang terkait 

dengan mu‟amalah dan ibadah. Dalam bidang mu‟amalah, hukum asal 

segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang melarangnya. 

Sedangkan dalam bidang ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali 

ada dalil yang mendasarinya. Dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam 

dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. 

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu 

                                                 
2
Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjiandi Indonesia (Yogyakarta: 

Citra Media, 2006),1. 
3
Ibid.,2-3.  



7 

 

 

 

memenuhinya sendiri dan membutuhkan orang lain. Praktik jual beli 

telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah. 

Objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang harus ada 

dalam transaksi jual beli. Objek jual beli disebut juga dengan ma’qu>d 

‘ala>ih. Dalam melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli, maka 

objek yang dijadikan transaksi harus jelas, halal dan ada di hadapan 

kedua belah pihak agar jual beli tersebut menjadi sah menurut hukum 

Islam.
4
 

Islam melarang umatnya berbuat batil terhadap orang lain atau 

menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi 

mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam 

mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan 

bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan 

tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan 

penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan kata lain, Islam tidak 

menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya-raya melalui 

jalan-jalan yang salah dan tidak adil.
5
 

Sedangkan untuk pembeli yang bertindak sebagai konsumen juga 

berusaha memuaskan kebutuhannya. Di dalam teori ekonomi kepuasan 

seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai 

guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. 

                                                 
4
 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam ( Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2012), 7. 
5
 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Darn Bhakti 

Wakaf, 1995), 75. 
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Sebaliknya bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula 

nilai gunanya. Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan 

larangan pembeli atau konsumen, diantaranya adalah isrāf dan takdi}r 

juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak dan 

sedekah. Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku ishrāf dalam Islam 

memerintahkan untuk memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan 

dan lebih bermanfaat serta menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan 

untuk semua komoditi.
6
 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum i>jab dan qabu>l dilakukan, 

sebab i>ja>b qabu>l menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya i>ja>b qabu>l 

dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau 

yang lainnya boleh i>ja>b qabu>l dengan surat menyurat yang mengandung 

arti i>ja>b qabu>l. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara dua 

belah pihak, Islam mengharamkan seluruh penipuan baik dalam masalah 

jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah.
7
 

Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan secara retail 

kepada masyarakat luas. Begitu populernya kegiatan usaha ini sehingga 

cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha.
8
 

Waralaba adalah salah satu cara melakukan kerja sama di bidang bisnis 

antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak menjadi franchisor dan 

pihak lain menjadi franchisee. Dalam perjanjiannya telah diatur bahwa 

                                                 
6
 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 152. 

7
 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70. 

8
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2004),335.  
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pihak franchisor selaku pemilik satu merek dari know-how terkenal 

memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari 

atau atas produk barang dan jasa, berdasarkan serta sesuai dengan 

rencana komersil yang telah disiapkan.
9
 

Aktivitas franchising dalam bentuknya yang banyak ditemui saat 

ini merupakan fenomena bisnis yang baru. Sistem ini sudah dipakai di 

Indonesia walaupun belum ada badan yang menampung atau mengikuti 

perkembangan bidang ini. Juga franchisee dan sistem franchisee 

(waralaba) masih sangat terbatas yang paham.
10

 

Perusahaan Tahu Q Krispy yang berada di Jl. Wachid Hasyim 

Bandar Kidul Gg. 1 Blok Jobongan Baru, kediri,  Jawa Timur merupakan 

salah satu perusahaan waralaba yang cukup terkenal terbukti dengan 

banyaknya franchisee yang tergabung didalamnya. 

Dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy penulis menemukan 

beberapa kejanggalan diantaranya dalam menjalin hubungan kemitraan 

terdapat franchisee yang melakukan pencabangan outlate Tahu Q Krispy 

di luar pengetahuan dari franchisor. Idealnya dalam pembukaan cabang 

outlate hanya dapat dilakukan oleh pihak franchisee dengan izin dari 

pihak franchisor. 

Selain itu beberapa pihak franchisee ada yang membeli bumbu 

tidak diperusahaan sedangkan dalam perjanjian awal sudah menjadi 

kesepakatan bahwa francisee diwajibkan membeli bumbu di perusahaan. 

                                                 
9
 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2012), 339. 

10
 Nelly Pinangkaan, „Franchise,”Pinangkaan N, 3 (2011) 82.  
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Dalam Waralaba Tahu Q Krispy sebenarnya terdapat fee yang 

harus dibayar oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor. Hal itu 

dilakukan karena pihak franchisee telah menggunakan nama atau brand 

dari pihak franchisor berupa nama “Tahu Q Krispy” sehingga pihak 

franchisee diwajibkan membayar fee kepada pihak franchisor. 

Pembayaran fee dilakukan selama 6 bulan sekali. 

Dalam ketentuan perusahaan pembayaran fee dapat diganti 

dengan franchisee membeli bumbu diperusahaan selama kegiatan 

produksi dilakukan. Namun terdapat beberapa franchisee yang tidak 

melakukan pembayaran fee dan juga membeli bumbu di perusahaan.
11

 

Hal menarik lain yang ditemukan dalam bisnis Tahu Q Krispy ini  

adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang boleh dilakukan oleh pihak 

franchisee atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak franchisee. 

Semua ketentuan tersebut telah disebutkan semua di dalam surat 

perjanjian. Jika pihak franchisee melanggar isi perjanjian maka pihak 

franchisee bertanggung jawab sepenuhnya. Dan sanksi dari pihak 

franchisor yaitu berupa pencabutan izin usaha.
12

 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, penulis ingin 

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy  di Kabupaten Madiun” 

 

 

                                                 
11

Hasil wawancara dengan Heri Cahyono mitra waralaba Tahu Q Krispy, 4 Juli 2018.  
12

 Hasil wawancara dengan Heri Cahyono mitra waralaba Tahu Q Krispy, 4 Juli 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli 

bersyarat dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten 

Madiun? 

2. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap objek jual beli Brand dalam 

bisnis waralaba Tahu Q krispy di Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli 

bersyarat dalam bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten 

Madiun. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap objek jual beli 

brand dalam bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat 

dan berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum. Diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, khusunya dalam bidang franchise (waralaba).  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

pertimbangan bagi masyarakat yang akan membuka usaha dengan 

sistem franchise (waralaba) dan menjadi motifasi masyarakat 
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untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum.  

b. Penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih 

lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan perjanjian franchise (waralaba), dan agar masyarakat 

sadar akan hukum islam khusunya mengenai bisnis franchise. 

Serta bagi penulis, untuk menambah pengalaman dan mengetahui 

dalam menyikapi implementasi konsep bisnis franchise 

(waralaba) di masyarakat. 

E. Telaah Pustaka 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu:  

Skripsi karya Evy Dita yang berjudul, “Tinjauan hukum Islam 

terhadap perlindungan hak franchisor dalam perjanjian franchise di Tela 

Tela Fried cassava Ypgyakarta”. Dengan rumusan masalah pertama 

bagaimana perlindungan hak franchisor terhadap franchise yang 

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor dalam 

perjanjian franchise di Tela Tela fried Cassava Yogyakarta, kedua 

Bgaimana upaya hukum yang ditempuh pihak franchisor terhadap 

franchise yang memanfaatkan rahasia dagang ( Know How) Franchisor di 

Tela Tela Fried Cassava Yogyakarta, ketiga Bagaimana tinjaun hukum 

Islam terhadap perlindungan hak franchisor dalam perjanjian franchise di 

Tela Tela Fried Cassava Yogyakarta, menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan menghasilkan kesimpulan perlindungan hak franchisor 
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yang berekanaan denganh hak kekayaan intelektual atas rahasia dagang 

(Know How) yang diterpakan pihak Tela Tela Fried Cassava menurut 

hukum Islam adalah sah, karena perlindungan hak franchisor tersebut 

sudah diatur dalam perjanjian franchise dan berdasarkan pada sifat-sifat 

yang dimilikinya. Hak atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan 

sebagi salah satu bentuk dari harta kekayaan (benda immaterial) yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam praktinya tidak 

adanya ketegasan dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh 

franchise, sehingga hal ini dapat menjadi kerugian tersendiri bagi pohak 

Tela Tela Fried Cassava.
13

 

Skripsi karya Muhammad Yusuf yang berjudul, “Tinjauan Konsep 

Bisnis Waralaba (franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam”. 

Dengan rumusan masalah yang pertama bagaimanakah Konsep Bisnis 

Waralaba (Franchise) Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam? dan yang 

kedua bagaimanakah Konsep Hukum Islam Menghadapi Laju Dinamika 

Transaksi dengan menggunakan metode pendekatan konsep kemudian dari 

hasil skripsi tersebut dapat disimpilkan bahwa Perjanjian franchise tidak 

bertentangan dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek 

perjanjian franchise tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam 

syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya 

merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan 

minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan 

                                                 
13

 Evy Dita, “Tinjaun Hukum Islam terhadap perlindungan hak franchisor dalam 

perjanjian franchise di Tela Tela Fried CassavaYogyakarta”, Skripsi (Yogyakarja: Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013). 
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dengan syari‟at Islam. Hukum Islam dalam bidang mu‟amalah (ekonomi) 

hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang 

menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Konsep Hukum Islam 

menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern dapat dilihat dengan 

munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dapat dilepaskan 

dari adanya trend dan perkembangan perilaku masyarakat di bidang 

ekonomi syari‟ah yang mencakup bank syari‟ah, lembaga keuangan mikro 

syari‟ah, asuransi syari‟ah, obligasi syari‟ah, pembiayaan syari‟ah, 

pegadaian syari‟ah, bisnis syari‟ah dan lain-lain. Amatlah jelas bahwa 

hukum Islam tidak dapat lepas dari pengaruh modernitas dan bahkan 

modernitas haruslah dipertimbangkan dalam perkembangan hukum Islam 

agar hukum Islam mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. 

Juga dapat terlihat adanya fakta yang menunjukkan bahwa revisi atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diundangkan dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juga tidak 

dapat dilepaskan dari adanya modernitas yang tengah terjadi di tengah-

tengah masyarakat bangsa Indonesia.
14

 

Skripsi karya M. Azwar Nur Akbar yang berjudul, “Bisnis 

Waralaba (franchise) dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam”. Dengan 

rumusan masalah pertama bagaimanakah deskripsi waralaba dalam 

ekonomi? dan yang kedua bagaimanakah praktik waralaba dalam 

pendekatan ekonomi Islam? Dalam skripsi ini penulis menggunakan 

                                                 
14

 Muhammad Yusuf,” Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (franchise) Berdasarkan 

Ketentuan Hukum Islam,” Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), 4.  
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metode kualitatif dan menghasilkan kesimpulan yaitu. konsep bisnis 

waralaba sesuai dengan konsep syirkah sebagai konsep bisnis yang sesuai 

dengan konsep bisnis Islam. Konsep syirkah adalah bentuk perkongsian, 

dimana kesamaan objek dan subjek yang hampir sama dengan pola 

waralaba, namun perbedaannya adalah bentuk perkongsian masing-masing 

pihak tidak sama. Dimana pewaralaba (franchisor) hanya menawarkan 

bentuk perkongsian bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk sistem 

usaha yang sudah tebukti dan diterima dikalangan masyarakat. Sedang 

pihak yang kedua yakni terwaralaba (franchisee) berkongsi dengan uang, 

yakni melakukan pembayaran, terhadap pemakaian apa-apa yang dimiliki 

oleh franchisor. Penulis membuktikan bahwa bisnis waralaba begitu dekat 

dengan sistem ekonomi Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah 

setiap kerjasama bisnis yang dilakukan sebaiknya diupayakan untuk tidak 

mengkhianati mitra bisnis.
15

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Untuk medapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi 

jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang 

diajukan digunakan bentuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan 

atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

                                                 
15

 M. Azwar Nur Akbar,”Bisnis Waralaba (franchise) dalam Pendekatan Sistem Ekonomi 

Islam,” Skripsi (Makassar: UIN Alaudin, 2013), 72.  



16 

 

 

 

tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.
16

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaligus pengumpul data. Status peneliti dalam mengumpulan data 

diketahui peneliti. Peneliti dalam hal ini sebagai pengamat penuh, jadi 

peneliti tidak akan ikut secara penuh dalam kegiatan objek, namun 

peneliti hanya melakukan fungsi pengamatan. Di lapangan peneliti 

membaur dengan objek dan wawancara objek sehingga data yang 

dikumpulkan dapat maksimal. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis meneliti dan 

penulis dapat mengambil data ataupun melakukan peneitian. Disini 

lokasi penelitian bertempat di Desa Banjarsari Wetan Kecamatan 

Dagangan Kabupaten Madiun. Alasan penulis mengambil tempat di 

Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 

merupakan salah satu lokasi yang sangatlah strategis, tidak jauh dari 

tempat asal penulis dan sangat layak untuk diteliti. Dan juga belum 

pernah diakukan penelitian di tempat ini mengenai permasalahan 

yang penulis angkat menjadi skripsi. Maka penulis berinisiatif untuk 

melakukan penelitian disini. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 
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sumber data sekunder. 

1). Sumber data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data 

primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara) 

dengan objek penelitian yaitu mitra bisnis waralaba Tahu Q Krispy 

di Kabupaten Madiun.  

2). Sumber data sekunder 

Adapun sumber data sekunder merupakan data hasil 

dokumentasi, buku-buku, artikel-artikel, atau karya ilmiah lain 

sebagai penunjang atau pelengkap sumber primer.
17

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data 

primer serta wawancara mendalam dan dokumentasi 

Dalam proses pengumpulan data, instrumen yang digunakan oleh 

peneliti diantaranya wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara  

 Wawancara atau interviu (interview) merupakan salah satu bentuk 

teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian 
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deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara 

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, 

kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok 

seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, Pembina 

pramuka, dll. Wawancara yang diajukan untuk memperoleh data dari 

individu dilaksanakan secara individual.
18

 Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara terhadap mitra waralaba Tahu Q Krispy. 

Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka yaitu pihak yang 

diwawancara bahwa mereka bertindak sebagai responden. Metode 

wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dimana 

sebelum penelitian telah membuat daftar pertanyaan wawancara, 

kemudian pada saat wawancara daftar tersebut digunakan namun 

adakalanya pertanyaan yang diajukan mengalir sesuai dengan situasi 

kondisi pada saat wawancara berlangsung. 

b. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data yang 
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terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk 

menguatkan data-data yang ada.
19

 

 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelaiari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupu orang lain.
20

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini 

adalah metode induktif.
21

 Dalam penelitian ini, dengan menguraikan 

teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap bisnis waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun, 

kemudian melakukan analisis terhadap transaksi jual beli bersyarat 

dan objek jual beli brand dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy di 

Kabupaten Madiun.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan 
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dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-

masing bab terdiri sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga 

diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Adapun sistematika 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

 

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang merupakan pola dasar 

yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang 

meliputi: latar belakang masalah dari penelitian, penegasan istilah, yang 

kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai 

acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan 

penelitian secara final agar lebih jelas serta terarah serta kegunaan dari 

penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis, serta telaah 

pustaka untuk menegetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya serta sistematika penulisan yang menunjuk pada panduan 

penulisan skripsi. 

Bab kedua, dipaparkan mengenai teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, yang meliputi pengertian jual beli. Dasar hukum jual 

beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, Objek jual beli, macam-macam 

jual beli. 

Bab ketiga, berisi tentang profil perusahaan, dan profil mitra, 

transaksi atau akad bisnis waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun  

dan brand sebagai objek bisnis waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten 

Madiun . 
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 Bab keempat, berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

transaksi jaul beli bersyarat dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy di 

Kabupaten Madiun dan tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli 

brand Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun. 

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian serta 

beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan dan sumbangan 

pemikiran yang berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Pada umunya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain 

(pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang 

pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya sha<riah jual beli 

menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa 

berbuat salah. Jual beli (al-bai) menurut bahasa artinya menjual, 

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karta al-bai 

merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya 

yakni al-syira’ (membeli). Dengan demikian kata al-bai disamping 

bermakna kata jual beli sekaligus kata beli.
22

 

Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, 

perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai, al-Tija<rah 

dan al-Mubadalah.
23

 sebagaimana Allah swt. berfirman QS Fathir /35: 

29 

ا   ب سَصَقُْبَْىُْ عِش ّ ًَّ َْفقَُٕا يِ أَ َٔ لاحَ  أقَبَيُٕا انصَّ َٔ  ِ ٌَ كِتبَةَ اللََّّ ٍَ ٌتَْهُٕ ٌَّ انَّزٌِ إِ

ٍْ تجَُٕسَ  ٌَ تجَِبسَح  نَ عَلاٍَِخَ  ٌشَْجُٕ َٔ 

 
Artinya: mereka itu mengharapkan Tijarah (perniagaan) yang tidak 

akan merugi
24
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Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:
25

 

a. Menurut Ulama Hanafiyah: 

ٍّ يُقَ  َٔ جْ ثْمِ عَهىَ  ًِ ِّ ثِ ٍْ ْٕ ةٍ فِ ٍْئِ يَشْ غُ ْٕ صيُجبَ دَ نخَُ شَ ٍَّذٍ يَخْصُ  
 

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.
26

 

 

b. Menurut Taqiyuddin 

 

يجب دنخ يبل قب ثهٍٍ نهتصشف ثئ ٌجب ة ٔقجٕل عهى انٕجّ 

انًبدٌٔ فٍّ
27

 

Artinya: Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk 

dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan 

syara‟. 

 

c. Menurut Wahbah az-Zuhaili 

يخصٕ صيجب د نخ يبل ثًبل عهى ٔجّ 
28

 
 

Artinya: saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. 

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi‟i, dan 

Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan 

harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini 

mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan,” karena 
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ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, 

seperti sewa-menyewa (Ijarah).
29

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara 

sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan disepakati. 

2. Dasar Hukum jual beli  

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan 

al-Qur‟an, sunnah, kaidah fikih, dan ijma‟, sebagai berikut: 

a. al-Qur‟an 

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur‟an diantaranya terdapat 

dalam ayat: 

1) Surat  al-Baqarah ayat 275  

 ٌُ ب ٌقَُٕوُ انَّزِي ٌتَخََجَّطُُّ انشٍَّْطبَ ًَ ٌَ إلِا كَ ثبَ لا ٌقَُٕيُٕ ٌَ انشِّ ٍَ ٌؤَكُْهُٕ انَّزٌِ

ٍْعَ  ُ انْجَ أحََمَّ اللََّّ َٔ ثبَ  ٍْعُ يِثْمُ انشِّ ب انْجَ ًَ ىُْ قبَنُٕا إََِّ ًَظِّ رَنكَِ ثؤَََِّٓ ٍَ انْ يِ

َْتَٓىَ فهََُّ يَب عَهفََ  ِّ فبَ ٍْ سَثِّ عِظَخٌ يِ ْٕ ٍْ جَبءَُِ يَ ًَ ثبَ فَ وَ انشِّ حَشَّ َٔ

ٍْ عَبدَ فؤَُٔنئَكَِ أصَْحَبةُ انَُّ  يَ َٔ  ِ أيَْشُُِ إنِىَ اللََّّ َٔ ٌَ بسِ ْىُْ فٍِٓبَ خَبنِذُٔ  

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
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dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
30

 

 

    Kata عٍانج  (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai 

untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam 

transaksi. 

2) Surat an-Nisaa‟ ayat 29  

ٍَ آيَُُٕا لا تؤَكُْهُٕ بَ انَّزٌِ ٌْ ٌبَ أٌَُّٓ ٍُْكَُىْ ثبِنْجبَطِمِ إِلا أَ انكَُىْ ثَ َٕ ا أيَْ

 ٌَ َ كَب ٌَّ اللََّّ َْفغَُكُىْ إِ لا تقَْتهُُٕا أَ َٔ ٍْ تشََاضٍ يُِْكُىْ  ٌَ تجَِبسَح  عَ تكَُٕ

ب  ً  ثِكُىْ سَحٍِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

.(QS. An-Nisaa‟:29)
31

 

 

        Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang 

yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan 

dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, 

yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. 

Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara 

produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan 

barang.
32
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b. as-Sunnah 

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth 

yang diriwayatkanoleh HR. Bazzar dan Hakim; 

ٍِ سا ٍْ سِفبَ عَخَ ثْ َٔ عَهَّى عُئمَِ ايَِّ اْنكَغْتِ عَ  ِّ ٍْ ًُّ صَهَّى اللَّ عَهَ جِ ٌَّ انَُّ فع س ض اَ

ْٔ سٍ ]س ٔ اِ انجض اس  كَمُّ ثٍَعٍْ يَجْشُ  َٔ  ِِ ش جُمِ ثٍِذَِ
مُ انَّ ًَ اطٍِّّّتُ؟ قبَ لَ : ٌبَ قبَ لَ عَ

33ٔ صححّ انحب كى [
 

Artinya:“Rifa‟ah bin Rafi‟. Sesungguhnya Nabi SW. Ditanya 

tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW 

menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jul 

beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)
34

     

 

 Hadist lain menyebutkan: 

 

 ٌَّ اِ َٔ  ِِ مِ ٌذَِ ًَ ٍْ عَ ٌْ ٌؤَْ كُمَ يِ ٍْ اَ  ٍْشٌ يِ  خَ
ب قطَّ  يَب اَ كَمَ اَ حَذٌ طعََب ي 

د عهٍّ انغلاَ وُ  ُٔ ًَّ اللَِّ دَا مِ ٌذَِِِ َجَِ ًَ ٍْ عَ ٌَ ٌآَ  كُمُ يِ كَب 
35

 

Artinya:“Seseorang tidak memakan sesuatu makanan yang 

lebih baik dari pada dia makan hasil usaha tanganya sendiri, 

sesungguhnya Nabi Allah Daud selalu memakan hasil usaha 

tangannya sendiri”. 

 

c. Kaidah Fikih 

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan 

selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya 

dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya 

adalah boleh dimanfaatkan.  

ًْ اْلاَ شٍْبَ ءِ الَْاِ ثبَ حَخُ حَتَّى ٌذَُ لَّ انذَّ نٍِْمُ عَهىَ انتَّحْشِ ٌىْ الَْاصَْمُ فِ
36
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Artinya: Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan 

sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. 

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-

nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, 

dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat 

tersebut. 

خٌ  ًَ انَْعَب دَحُ يُحَكَ
37

 
 

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. 

 

3. Rukun dan syarat sahnya jual beli 

Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan 

individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari 

secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama 

pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-

Qur‟an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam. 

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu’amalah 

manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki 

dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu 

kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila 

jual beli tersebut sesuai dengan ketntuan hukum yang berlaku yaitu 

terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. 

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), 

Ma’qud Alaih (objek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).
38
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1. Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa 

orang melakukan akad, adapapun syarat-syarat bagi oarang yang 

melakukan akad ialah: 

a) Baligh dan berakal 

Disyari‟atkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak 

mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan 

oarang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, 

bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, oarang gila 

dan oarang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
39

 

Sebagaiman firman Allah 

فَٓبَءَ أَ  لا تؤُْتُٕا انغُّ اسْصُقُْٕىُْ فٍِٓبَ َٔ َٔ ب  ُ نكَُىْ قٍِبَي  انكَُىُ انَّتًِ جَعَمَ اللََّّ َٕ يْ

لا يَعْشُٔف ب ْٕ قُٕنُٕا نَٓىُْ قَ َٔ اكْغُْٕىُْ  َٔ  

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nissa : 

5). 

 

b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) 

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam 

melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak 

melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, 

sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan 

lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur 

                                                                                                                                      
38
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paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. 

Sebagaimana firman Allah: 

 ٌْ ٍُْكَُىْ ثبِنْجبَطِمِ إِلا أَ انكَُىْ ثَ َٕ ٍَ آيَُُٕا لا تؤَكُْهُٕا أيَْ ٌبَ أٌَُّٓبَ انَّزٌِ

 ٌَ َ كَب ٌَّ اللََّّ لا تقَْتهُُٕا أََفْغَُكُىْ إِ َٔ ٍْ تشََاضٍ يُِْكُىْ  ٌَ تجَِبسَح  عَ ثِكُىْ  تكَُٕ

اسَحٍِى    

 “......kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu.”.....(QS. An-Nisa: 29)
40

 

 

c) Keduanya tidak mubazir 

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang 

mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah 

manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum 

dikategorikan sebagai oran yang tidak cakap dalam bertindak, 

maksudnya dia tidak melakukan suatu perbuatan hukum 

walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya 

sendiri.
41

 

2. Ma’qud Alaih (objek akad) 

Syarat-syarat benda yang dapat dijadika objek akad yaitu: 

suci, memberi manfaat menurut syara‟, tidak digantungkan pada 

sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik 

sendiri, dan diketahui.  
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3. Shigat (lafazd ijab qabul) 

         Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan 

(shigat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara 

perbuatan (sighat fi’liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang 

terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi’liyah 

yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikam yang 

terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.
42

 

Menurut beberapa ulama, lafad (ijab qabul) ada beberapa 

syarat: 

1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, 

tanpa terpisahkan yang dapat merusak. 

2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal. 

3) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan 

obyek akad. 

4) Adanya kemufakatan walaupun lafad keduanya berlainan 

5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti 

sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.
43

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun 

syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat 

dikatakan sah menurut hukum islam. Selain itu, dengan 

terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli 
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itu didasrkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan 

dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. 

B. Objek Jual beli (Ma’qud ala>yh) 

1. Pengertian Ma’qud ala>yh 

Secara umum Ma’qud ala>yh ialah sesuatu yang dapat dikenali 

melalui sejumlah kriteria tertentu atau perkara yang menjadi tentu 

dengan ditentukan. 

2. Hukum atas Ma’qud ala>yh 

a. Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli 

1) Ma’qud ala>yh rusak dengan sendirinya atau rusak oleh 

penjual, jual beli batal. 

2) Ma’qud ala>yh rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan 

pembeli harus membayar. 

3) Ma’qud ala>yh rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal 

tetapi pembeli harus khiya>r antara membeli dan 

membatalkan. 

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli 

1) Ma’qud ala>yh rusak dengan sendirinya atau rusak oleh 

penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal 

sebab telah keluar dari tanggungan si penjual. Apabila yang 

merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan 

kepada perusaknya. 
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2) Jika Ma’qud ala>yh rusak oleh penjual 

a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin 

penjual atau tidak tetapi telah membayar harga 

penjual bertanggung jawab. 

b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya 

dan harga belum diserahkan, akad batal. 

C. Macam dan Bentuk  jual beli  

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi: 

1. Ditinjau dari segi hukumnya 

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu 

jual beli shahih, bathil dan Fasid.
44

 

a. Jual beli shahih 

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai 

dengan ketentuan shara’, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual 

beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan 

terikat khiyar  lagi. 

b. Jual beli bathil 

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terenuhi atau jual 

beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari‟atkan. Misalnya, 

jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-
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barang yang diharamkan shara‟ (bangkai, darah, babi dan 

khamar).
45

 

c. Jual beli Fasid 

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi 

yang berjudul Hukum Perikatan Islm di Indonesia bahwa jual beli 

Fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam 

jual beli terkait dengn barang yang diperjualbelikan, maka 

hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila 

kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga 

barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. 

Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual 

beli tersebut.
46

 

Dengan demikian suatu yang telah dinyatakan fasid berarti suatu 

yang tidak sesuai dengan tujuan syara‟. Fasid dengan pengertian 

ini, sama dengan batal menurut madzhab syafi‟i. Akad yang fasid 

tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak. Sedangkan 

menurut Imam Hanafi bahwa muamalah yang  fasid pada 

hakikiatnya telah dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak 

sah adalah sifatnya.  
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d. Ditinjau dari segi objeknya 

Ditinjau  dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, 

menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga 

bentuk yaitu:
47

 

2. Jual beli benda yang kelihatan 

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang 

diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual. 

a. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara 

tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan 

kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan 

barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu 

tertentu. 

b. Jual beli benda yang tidak ada 

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena 

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan 

barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.
48

 

3. Ditinjau dari Subjeknya  

a. Akad jual beli dengan lisan  

Akad jual beli yang dilakukan dengn lisan adalah akad 

yang dilakukan dngan mengucapkan ijab qabul secara lisan. 

                                                 
47

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75. 
48

 Ibid, 76. 



35 

 

 

 

Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 

merupakan pembawaan alami dalam penampakan kehendaknya. 

b. Akad jual beli dengan perantara 

Akad jual beli dilakukan dengan melalui utusan, perantara, 

tulisan atau surat menyurat sama halnya deangan ijab qabul 

dengan ucapan. Jaul beli ini dilakukan antara penjual dan 

pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli 

ini diperbolehkan syara’. 

c. Akad jual beli dengan perbuatan 

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau 

dikenal dengan istilah mu‟athah yaitu pengambilan dan 

memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang 

mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual 

beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antar penjual 

dan pembeli, menurut sebagian Syafi‟iyah bahwa hal ini 

dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut 

mazhab Hanafiah membelehkan karena ijab qabul tidak hanya 

berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu 

saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).
49

  

D. Jual Beli yang dilarang 

Berkaitan dengan jual beli yang dilarang oleh Islam, para ulama 

menjabarkannya sebagai berikut: 
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1. Terlarang sebab Ahliyah (Orang yang berakad) 

   Jual beli oleh orang gila,  Jual beli oleh anak kecil, Jual 

beli oleh orang buta, Jual beli terpaksa, Jual beli fud}ul, yaitu jual 

beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang yang 

terhalang,
50

maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, 

bangkrut (taflis), ataupun sakit, Jual beli malja’, yaitu jual beli 

orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari 

perbuatan zalim. 

2. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun 

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh 

diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram 

juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan 

khamar (minuman yang memabukkan). 

b. Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena 

dapat merugikan salah satu pihak.
51

 

c. Jual beli bersyarat 

Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan 

kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli 

patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. 
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d. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu segala bentuk 

jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, 

seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan 

(bergantung) kepada induknya. 

e. Jual beli muha<laqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih 

di ladang atau di sawah.  

f. Jual beli mukhdarat, yaitu menjual buah-buahan yang masih 

hijau (belum pantas dipanen). 

g. Jual beli mula<masah, yaitu jual beli secara sentuh-

menyentuh.
52

 

h. Jual beli muna<badhah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. 

Seperti orang berkata Lemparkan: kepadaku apa yang ada 

padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada 

padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. 

i. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran 

padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga 

merugikan pemilik padi kering. 

E. Takaran dan timbangan dalam jual beli 

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada 

pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan 

benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan 
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dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim 

melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur 

dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya 

keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.
53

 

Dalam al-Qur„an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim 

harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Malah hal itu 

diungkap secara berulang dal al-Qur„an. Dalam . (Q.S. al-Isra„ :35) 

 ٍُ أحَْغَ َٔ ٍْشٌ  ًُغْتقٍَِىِ رَنكَِ خَ صَُِٕا ثبِنْقغِْطبَطِ انْ َٔ ٍْمَ إِرَا كِهْتىُْ  فُٕا انْكَ ْٔ أَ َٔ

ٌلا ِٔ
 تؤَْ

Artinya: dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Israa‟:35).
54

 

 

 Dari ayat diatas jika seorang yang telah bertransaksi di dalam jual 

beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan lebih besar dibandingkan 

dengan berlaku yang tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap “jujur”. Muamalah seperti 

inilah suatu contoh harus dilaksanakan setiap muslim di dalam 

kehidupan, pergaulan, dan muamalah, mereka tidaklah diperkenankan 

untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua 

timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk 

menguntungkan dirinya sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah 
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disenanginnya dan timbangan untuk oarang lain, kalau untuk dirinya 

sendiri dan serta bagi para pengikutnya dia memenuhinya, akan tetapi 

untuk orang lain mereka mengurangi. Bagi perilaku penjual yang tidak 

jujur disamping merugikan diri sendiri juga tentu akan merugikan bagi 

pihak konsumen (pembeli).
55

 

sebagaimana firman Allah  swt, dalam surat al-Muthaffifiin, Surat 

1-3 

 ًُ ٌْمٌ نهِْ َٔ ٍَ  طفَِّفٍِ

 ٌَ فُٕ ْٕ ٍَ إِرَا اكْتبَنُٕا عَهىَ انَُّبطِ ٌغَْتَ  انَّزٌِ

 ٌَ صََُْٕىُْ ٌخُْغِشُٔ َٔ  ْٔ إِرَا كَبنُْٕىُْ أَ َٔ 

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, 3 dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
56

 

 

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, bahwa fiqh sangat 

menganjurkan sikap jujur di dalam transaksi praktek jual beli adalah  

berlaku jujur dalam timbangan dan menakar. Hal demikian harus di 

pahami bahwa betapa Islam ingin menghindari ketidak adilan terjadi 

dalam jual beli. Jika transaksi ketidak jujuran dalam hal takaran dan 

timbangan ini akan berakibat dalam jual beli yang mengandung unsur 

penipuan, dan tentu akan merugikan dari satu pihak yakni konsumen 

(pembeli). Jual beli demikian dapat dikategorikan sebagai jual beli yang 
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sah tapi dilarang untuk dilakukan, bahkan orang yang melakukannya 

jelas akan mendapat dosa.                                    .                   

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan 

cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, sesungguhnya 

telah menunjukan bahwa fiqh menetapkan dan menempatkan perilaku 

jual beli dalam kerangka yang terhormat. Kondisi ideal di dalam pasar 

adalah apabila penjual dan pembeli sama-sama mempunyai informasi 

tentang barang yang akan diperjualbelikan jika di antara salah satu pihak 

tidak mempunyai informasi, seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, 

maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau 

penipuan. 

F. Penetapan Harga dalam jual beli 

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam 

bahasa arab berasal dari kata sir al-mithl qimah al-„adl, yang merupakan 

istilah lain dari harga yang adil.
57

 Harga merupakan nilai yang diberikan 

pada apa yang diperuntukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan 

membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.
58

 Semakin tinggi 

manfaat yang dirasakan seseorang maka semakin tinggi pula harga atau 

nilain tukar barang atau jasa tersebut. 

Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, 

baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja, 

                                                 
57

 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. 1 (Bandung: Pustaka 

Setia, 2010), 338. 
58

 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Cet.1 

(Jakarta: Rajawali Press, 2014), 154. 



41 

 

 

 

kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu 

menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang 

dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran 

yang sehat. 

Konsep Islam memahami betul bahwa pasar dapat berperan efektif 

dalam kehidupan ekonomi salah satunya penetapan harga, karena pasar 

merupakan ruang bertemunya antara penjual dan pembeli dan selain itu 

prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Karena pada 

dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk 

menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, 

biarkan tiap individu dibebaskan untukmemilih sendiri apa yang 

dibutuhkan dan bagaiman memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar 

atau “keteraturan alami” dalm istilah Al-Ghazali terkait dengan ilustrasi 

dari evolusi pasar. Selanjutnya, Adam Smith serahkan saja pada invisible 

hand , dan “dunia akan teratur dngan sendirinya”.
59

 

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas, (barang dan jasa) 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis 

yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan 

harga yang luar biasa di massa Rasulullah Saw, maka sahabat meminta 

Nabi untuk menentukan harga pada saat itu lalu Nabi bersabda: 

Islam menghargai baik penjual maupun pembeli untuk menentukan 

harga sekaligus melindungi hak keduanya. Ulama Fiqih sepakat 
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menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-

Quran. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum al-Tas‟ir al-Jabari, 

menurut ulama adalah al-Mas}lah}ah al-Mursalah (kemaslahatan).
60

 

Dalam penentuan harga output ajaran islam menggunakan dua 

pedoman, yaitu: 

a. Selama pasar masih berjalan dengan normal, maka harga 

sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan 

penawaran. 

b. Akan tetapi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan penetapan 

harga seandainya pasar yang normal terjadi penyimpangan oleh 

faktor-faktor yang tidak bersifat. 

Konsep harga yang adil dalam al-Qur‟an sangat ditekankan agar 

memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan 

ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu 

Rasullulah menyatakan sebagai riba seorang menjual dengan harga yang 

mahal kepada pelanggan. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada 

Hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga Transaksi 

ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi 

memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus 

mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan islam transaksi harus 
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dilakukan secara suka rela (antaradimminkum) dan memberikan 

keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.
61

 

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi islam adalah harga yang 

tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun kerugian bagi 

para pelaku pasar, baik dari si penjual maupun pembeli. Harga tidak 

dapat terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan 

konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua 

biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak 

merugikan pembeli. 

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. 

Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga 

juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Ilam transaksi 

harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang 

proposional bagi para pelakunya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah 

pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, 

penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.Islam menghargai 

hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi 

hak keduanya.
62

 

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: 

”Penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang 

haram. Tas’ir ada yang dzalim, itulah yang diharamkan dan ada yang 
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adil, itulah yang dibolehkan.
63

Penetapan harga yang tak adil dan haram, 

naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang 

mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. 

Misalnya “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa 

ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil 

dan ketidakadilan itu dilarang”. Jika penentuan harga dilakukan dengan 

memaksa penjual menerima harga yng tidak mereka ridai, maka tindakan 

ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu 

menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti 

menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, 

maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. 

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada 

penjelasan diatas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada 

kedzliman dalam penetapan harga atau karena ada ketimpangan harga 

yang kiranya diperlukan adanya ta’sir. Dan sah jika untuk kemaslahatan 

bersama. 

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rosulullah Saw, yang 

kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. 

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu 

pihak dan menguntungkan pihak yang  lain. 

Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa‟ ayat 29: 
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ٌَ تجَِبسَح   ٌْ تكَُٕ ٍُْكَُىْ ثبِنْجبَطِمِ إِلا أَ انكَُىْ ثَ َٕ ٍَ آيَُُٕا لا تؤَكُْهُٕا أيَْ ٌبَ أٌَُّٓبَ انَّزٌِ

لا تقَْتهُُٕا أَ  َٔ ُْكُىْ  ٍْ تشََاضٍ يِ بعَ  ً ٌَ ثِكُىْ سَحٍِ َ كَب ٌَّ اللََّّ َْفغَُكُىْ إِ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
64

  

           

Dari definisi tersebut jelaskan bahwa yang menentukan harga adalah 

permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk 

atau jasa dari para pengusaha atau perdagangan, oleh karena jumlah 

pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan 

pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar, tidak dilarang oleh 

agama Islam selama tidak berlaku dzalim terhadap para konsumen. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah 

pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, 

penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai 

hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi 

hak keduanya.
65

 

Dalam menetapkan harga, para pihak memiliki kebebasan untuk 

menyatakan kehendaknya, pada tingkat jumlah nilai berapa yang 

diajukan kepada masing-masing pihak. Namun saat menyatakan 

kehendak berwujud sejumlah nominal tertentu, mestinya para pihak juga 

wajib menjaga angka pagu yang patut dan wajar, paling tidak selaras 

dengan fluktuasi pasar. Mana kala harga yang diajukan para pihak 
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menemukan persamaan, lalu disepakati, inilah prinsip konsensualisme, 

yang kemudian akan dipergunakan oleh para pihak untuk melangkah 

selanjutnya, baik dalam melunasi pembayaran ataupun perbuatan 

melakukan penyerahan. 
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BAB III 

PRAKTIK BISNIS WARALABA TAHU Q KRISPY DI  KABUPATEN 

MADIUN 

 

A. Profil Perusahaan Waralaba dan Mitra Tahu Q Krispy 

1. Profil Perusahaan Waralaba Tahu Q Krispy 

Tahu Q Krispy adalah salah satu produk dari CV. AGHISNA yang 

beralamatkan di Jl. Wachid Hasyim Bandar Kidul Gg. 1 Blok Jobongan 

Baru, kediri,  Jawa Timur adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kemitraan dan mempunyai beberapa anak perusahaan seperti aghisna 

food, aghisna water, aghisna water treatment, aghisna food training 

center dan bengkel hp. Dari berbagai jemis kemitraan yang dimiliki CV 

AGHISNA, Tahu Q Krispy merupakan salah satu produk yang terbaik 

dari bidang lainnya.
1
 

Perusahaan ini mempunyai perkembangan yang signifikan, baik 

dari penjualan perkembangan kemitraan dan segala aspek yang 

mendorong kemajuan demi kemajuan. Semangat dan kompak dalam 

kerjasama menghadirkan sebuah usaha yang menjanjikan. 

Dimulai pada bulan november 2010 dari gerobak sederhana, 

kemudian mempunyai peningkatan strategi penjualan. Pada semester 

pertama AGHISNA hanya mendapatkan satu mitra atau partner dan 

itupun konsep pemasakannya belum begitu matang, dan akhirnya pada 
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semeter kedua mulai mendapatkan lebih dari satu dengan Standart 

Operasional Produksi. Hingga saat ini Tahu Q Krispy sudah memiliki 

300 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.
2
 

Tahu Q Krispy adalah produk yang mengusung tema tahu sebagai 

bahan dasarnya dengan balutan tepung yang khas di goreng hingga 

menjadi krispy dengan berbagai varian rasa yang tersedia karena 

sebagian besar kalangan dari anak kecil, orang dewasa, sampai orang 

tua pasti menyukai tahu dan bisa mengkonsumsi tahu. 

Adapun visi dari bisnis waralaba Tahu Q Krispy tersebut adalah 

mengangkat produk-produk lokal yang berkualitas dan teruji profit 

menjadi produk multi nasional dan juga menciptakan lapngan kerja 

yang tangguh dan mandiri. Misi dari bisnis waralaba Tahu Q Krispy 

adalah menjadikan dan membentuk pribadi-pribadi yang bermanfaat 

bagi orang lain (an fa’uhum linnas). 

Dalam menjalankan usaha Tahu Q Krispynya AGHISNA 

mempunyai dua sistem. Sistem pertama adalah bisnis waralaba adalah 

mitra mengeluarkan biaya 100% dan mendapatkan fasilitsas lengkap, 

mitra akan di dampingi dalam opening serta mitra berhak mendapatkan 

konsultasi selama 24 jam berlaku selama menjadi mitra, mitra tidak 

akan di kenakan biaya royalty kemudian bagi mitra yang  sudah 

mnempunyai booth ketika membeli lisensi yang ke dua akan 

medapatkan potongan. Sitem ke dua adalah bisnis oportunity yaitu 
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konsepnya adalah semua peralatan, lokasi, bahan serta accounting 

management dibackup oleh perusahaan termasuk bahan baku, catatan 

pembelian bahan yang keluar semua di backup oleh perusahaan. Sistem 

ke dua ini mitra tidak mengeluarkan biaya sama sekali dan bagi 

hasilnya adalah mitra mendapatkan 60% seadangkan perusahaan 

mendaptkan 40%. 

Dalam binis waralaba Tahu Q Krispy perusaan mempromosikan 

produk tersebut melalui media sosial seperti facebook, twitter dan juga 

iklan di beberapa web produk-produk franchise dan juga melakukan 

promosi lewat cara offline yakni presentasi person to person, grouping, 

event dan dengan cara menggali daftar nama dari para mitra yang sudah 

bergabung. Kemudian pemasaran produk yang dilakukan perusahaan 

adalah dengan cara langsung bersentuhan dengan konsumen dengan 

sistem fried (goreng) at the place. Hal itu menjadikan produknya selalu 

segar dan senantiasa baru, sehingga konsumen percaya dengan kualitas 

produknya.
3
 

Persyaratan menjadi mitra Tahu Q Krispy adalah: 

a. Memiliki modal yang cukup untuk investasi sesuai harga paket 

franchise. 

b. Mereferensikan lokasi.  

c. Bersedia menandatangani surat perjanjian.  

d. Bersedia menaati peraturan yang ada dalam surat perjanjian.  
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e. Memahami resiko bisnis warlaba.  

f. Bersedia pro aktif kepada perusahaan.  

g. Wajib membeli bahan baku dari perusahaan.  

Fasilitas yang diperlukan untuk mendukung outlet: 

a. Lokasi berada ditempat yang strategis 

b. Luas ukuran temoat sewa minimal sesuai ukuran counter (2x2 

meter) 

c. karyawan penjaga outlet 

Varian rasa yang di berikan Tahu Q Krispy: 

Balado, BBQ, Jagung Bakar, Ayam Bakar, Sapi Panggang, 

Keju, Chili, Sambal Setan, Sambal Ijo, Sambal Jahannam 

Dalam perusahaan Tahu Q Krispy disediakan berbagai 3 

fasilitas untuk menunjang bisnis mitra. Fasilitas-fasilitas tersebut 

tergabung dalam sebuah paket.  

2. Profil Tahu Q Krispy di Banjarsari wetan, Dagangan, Madiun 

Tahu Q Krispy merupakan salah satu outlet Tahu Q Krispy 

yang berada di wilayah desa Banjarsari wetan Dagangan Madiun. 

Pada tanggal 16 Oktober 2015, outlet Tahu Q Krispy  ini mulai 

beroperasi. Dengan memilih paket franchise booth, Heri Cahyono 

memulai berbisnis ini di depan rumahnya kadang Heri Cahyono 

juga berjualan didepan sekolah ataupun ditempat-tempat keramaian 

dengan memanfaatkan bagian belakang motornya untuk berjualan 

tanpa bantuan karyawan di awal usahanya. 
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Pada tahun berikutnya, outlet Tahu Q Krispy Heri Cahyono 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan hanya 

memiliki satu booth saja beliau dapat memenuhi peringkat target 

yang ditetapkan oleh perusahaan.
4
 

Setahun kemudian, setelah merasakan sukses dalam 

berbisnis Heri Cahyono menambah satu oulet diwilayah Dagangan 

di depan MI Al-Islam Dagangan. Outlet milik Heri Cahyono di 

depan MI Al-Islam Dagangan yang mana lokasi itu merupakan 

wilayah yang tepat untuk mendirikan oultate Tahu Q Krispy 

sebagaimana tertulis dalam fasilitas yang diperlukan untuk menjadi 

mitra Tahu Q Krispy yaitu berada di lingkungan sekolah dan 

ditempat strategis lain yang bisa mendapatkan pelanggan. Dalam 

bisnis booth kedua tersebut, Heri Cahyono memperkerjakan 

karyawan yang mana pembagian bagi hasil dalam bisnis tersebut 

sistemnya flat bulan.  

B. Transaksi atau Akad dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy di 

Kabupaten Madiun 

Terdapat dua sistem kerjasama di Tahu Q Krispy yaitu bisnis 

waralaba dan bisnis oportunity. Akan tetapi dalam Tahu Q Krispy 

menggunakan sistem binsis waralaba. Dalam bisnis waralaba Tahu Q 

Krispy modal kerjasama antara perusahaan dan mitra 100% berasal dari 

mitra. 
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Modal kerjasama yang dikeluarkan oleh mitra digunakan untuk 

membeli paket-paket yang disediakan oleh perusahaan ataupun digunakan 

untuk membeli peralatan-peralatan produksi secara pribadi.  

Pembagian keuntungan dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy 

sangat berbeda dengan sistem waralaba pada umumnya. Perusahaan hanya 

mendapatkan keuntungan usaha dari pembelian bahan baku produksi yang 

dilakukan oleh mitra. Oleh sebab itu mitra diwajibkan membeli semua 

bahan baku  produksi kepada perusahaan.
5
 

Bahan baku produksi tersebut meliputi tepung dan aneka bumbu, 

sedangkan untuk tahunya mitra bisa membeli secara bebas. 

 Dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy pembayaran royalty fee yang 

seharusnya dibebankan pada mitra setiap bulan ditiadakan. Alasan gak ada 

royalty fee. Karena menurut perusahaan dari presentase pembelian bahan 

baku keuntungan perusahaan sudah sangat besar, karena bumbu yang 

disediakan oleh perusahaan adalah bumbu-bumbu yang sudah 

disederhanakan dan disesuaikan oleh kebutuhan mitra, hanya saja jika ada 

mitra yang kesulitan menjalankan bisnisnya perusahaan ikut membantu 

menjanlankan bisnis tersebut, tetapi keuntungan yang diperoleh mitra 

hanya 70% sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan 30%. 

Mitra memperoleh keuntungan usaha sebesar 100% dari hasil 

penjualan Tahu Q Krispy dilakukan. Walaupun perusahaan tidak 

mengambil keuntungan dari hasil penjualan Tahu Q Krispy oleh mitra, 
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namun perusahaan telah memperoleh laba yang cukup besar dari hasil 

penjualan bahan baku Tahu Q Krispy yaitu tepung dan bumbu. Selain itu 

perusahaan telah melakukan analisa keuntungan diamana diperoleh 

kesimpulan bahwa mitra yang tergabung dalam bisnis Tahu Q Krispy tidak 

selamanya mendapatkan keuntungan, sebab customer yang pasang surut. 

Sehingga perusahaan membebaskan royalty fee bagi mitra. Sedangkan 

mitra yang membuka cabang lebih dari satu dan mempekerjaan karyawan 

bagi hasilnya adalah flat bulan.
6
 

Setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko, dimana resiko tersebut 

harus tetap dihadapi meskipun terkadang berat. Seperti halnya dalam 

bisnis waralaba Tahu Q Krispy. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam 

bisnis tersebut, salah satunya adalah jika terjadi resiko seperti kerusakan 

pada peralatan memasak seperti wajan bocor. Kerusakan tersebut 

sangatlah mungkin terjadi pada saat wajan tersebut digunakan untuk 

memasak. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam kerjasama 

terutama pada mitra harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan 

terjadinya resiko tersebut. 

Jika terjadi kerusakan pada peralatan memasak, aka akan 

ditanggung oleh mitra. Dengan cara memperbaiki kerusakan tersebut atau 

mitra membeli peralatan lagi.
7
 

Apabila kerusakan fasilitas terjadi ketika barang belum sampai di 

tangan mitra maka resiko tersebut ditanggung oleh perusahaan. 
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C. Objek dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun 

Dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy mitra mendapat fasilitas-

fasilitas sesuai paket yang disediakan. Pertama, paket booth yaitu mitra 

mendapat fasilitas lengkap berupa fasilitas A, fasilitas B,  fasilitas C dan 

siap beroperasi dengan membeli paket seharga Rp 5.500.000,-. Kedua, 

paket licensy yaitu mitra hanya mendapat fasilitas berupa fasilitas A, yang 

disediakan perusahaan seharga Rp 2.500,000,-. Ketiga, paket second booth 

yaitu mitra mendapatkan fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C namun 

perbedaannya dengan paket booth adalah dalam paket second booth 

gerobak atau outlet merupakan outlet bekas. Fasilitas-fasilitas tersebut 

antara lain.
8
 

Fasilitas (A) dasar  

a. Berhak akan licensy merk dagang “tahu q krispy”  untuk 1 

cabang  

b. Member card business opportunity aghisnafood  

c. Pelatihan melalui media toolsbook dan parameter laba rugi, 

d. Kupon gratis 50 lembar  

e. Selebaran opening 100 lembar  

f. Banner promosi untuk di pohon 4 buah 

g. Spanduk/stiker tahu_q krispy untuk di rombong/gerobak 

dagang. 
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h. Support promosi cabang-cabang lewat iklan di media lokal / 

nasional. 

i. Seragam karyawan 2 unit,  

j. Plus bahan inti untuk 100 porsi  

k. 8 toples bumbu khusus dan 1 toples shake  

Fasilitas (B) peralatan 

Wajan, Serbet, Pisau, Shotil, Entong, Xerok, Korek, Peniris 

tahu, Tempat tahu, Bascom tepung, Ember air, Sendok bumbu, 

Plastik kocok, Wadah minyak, Penyaring minyak, Toples bumbu, 

Tabung gas,Isi gas penuh, Kompor joss both, Regulator + clam, 

Selang gas, kursi jualan. 

Fasilitas (C) gerai atau outlate jualan.
9
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BAB IV 

ANALISA  HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA TAHU Q 

KRISPY DI KABUPATEN MADIUN 

 

Setelah mengadakan penelitian dilapangan dan dicermati, terdapat 

beberapa masalah. Disisni penulis akan menganganalis sesuai dengan 

hukum islam. Terdapat dua masalah yang penulis angkat, yang pertama 

yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli 

bersyarat dalam bisnis waralaba Tahu Q krispy di Kabupaten Madiun, 

yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Brand 

dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun. 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Bersyarat dalam 

Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun 

Pada dasarnya dalam memulai suatu bisnis harus mengetahui 

bagaimana tata cara memulai bisnis tersebut dengan baik, bisnis dalam 

dunia usaha mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat tetapi banyak 

juga masyarakat yang belum mengetahui bisnis dengan sistem waralaba. 

Seperti halnya dengan bisnis sistem waralaba Tahu Q Krispy, dimana jika 

seseorang ingin memulai bisnis tersebut harus mengetahui semua hal yang 

berkaitan dengan waralaba Tahu Q Krispy, mulai dari transaksi atau akad 

serta mengetahui objek yang diperjualbelikan sampai dengan isi surat 

perjanjian dalam melalukan bisnis supaya dikemudian hari antara kedua 

belah pihak dapat menghindari hal-hal atau resiko yang tidak diinginkan.  
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Kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum syara‟ artinya, 

ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau 

dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-

kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di 

akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Islam pun tidak 

melarang jual beli, mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan 

alasan bahwa manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. 

namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 

Pada umunya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain 

(pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang 

pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya sha<riah jual beli 

menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa 

berbuat salah. Jual beli (al-bai) menurut bahasa artinya menjual, 

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karta al-bai 

merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya 

yakni al-syira’ (membeli). Dengan demikian kata al-bai disamping 

bermakna kata jual beli sekaligus kata beli.
10

 

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara 

yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum 

pada objeknya. Ijab adalah pertanyaan pihak pertama pengenai isi 

perikatan yang di inginkan sedangkan qabul adalah pertanyaan pihak 
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 Ru‟fah Abdulah, Fikih Muamalah  (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), 65. 
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kedua untuk menerimanya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab 

dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan ke relakaan 

(keridhohan). Sedangkan ke relakan tidak dapat di lihat karena kerelaan 

berhubungan dengan hati. Namun, kerelaan dapat di ketahui melalui 

tanda lahirnya yaitu dengan ijab qabul.  

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), 

Ma’qud Alaih (objek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).
11

  

1. Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa 

orang melakukan akad, adapapun syarat-syarat bagi oarang yang 

melakukan akad ialah: 

a) Baligh dan berakal 

Disyari‟atkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak 

mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan 

oarang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, 

bisa dikatakan tidak sah. 

b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) 

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa 

dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu 

pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada 

pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan 

perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya 
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sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian 

itu adalah tidak sah.  

c) Keduanya tidak mubazir 

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang 

mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah 

manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum 

dikategorikan sebagai oran yang tidak cakap dalam 

bertindak, maksudnya dia tidak melakukan suatu perbuatan 

hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut 

kepentingannya sendiri.
12

 

2. Ma’qud Alaih (objek akad) 

Syarat-syarat benda yang dapat dijadika objek akad yaitu: 

suci, memberi manfaat menurut syara‟, tidak digantungkan pada 

sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik 

sendiri, dan diketahui.  

3. Shigat (lafazd ijab qabul) 

         Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan 

(shigat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara 

perbuatan (sighat fi’liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang 

terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi’liyah 
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 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam 

(Jakarta: 1996), 35-37. 
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yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikam yang 

terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.
13

 

Disini perusahaan menyediakan nama atau brand dari franchise 

yang telah dipatenkan yaitu Tahu Q Krispy yang sudah terkenal bahkan 

menjamur dimasyarakat, tidak hanya dikalangan anak-anak, orang 

dewasa bahkan sampai orang tua. Karena Tahu Q Krispy ini selain 

rasanya enak juga mempunyai rasa yang khas, beda dengan Tahu Krispy 

produk lain sehingga banyak peminatnya sekaligus dengan harga yang 

terjangkau yang sesuai dengan saku anak-anak. Selain nama atau brand 

Tahu Q Krispy perusahaan yang terkait bagaimana pengelolaan usaha 

berupa pembinaan, pelatihan dan cara atau ilmu mengolah tahu supaya 

rasanya tetap Tahu Q Krispy yang asli serta bagaimana cara 

pemasarannya misalnya ditempat umum atau ramai. 

Dalam transaksi jual beli brand telah terpenuhi pada saat 

terjadinya akad. Kedua elah pihak sama-sama dewasa, objek transaksi 

jelas, barang dapat dilihat saat terjadinya akad. Pelaku akad sama-sama 

rela dan bersepakat mengenai harga yang telah ditentukan pada saat akad. 

Waktu pembayaran juga telah ditentukan pada saat akad. Karena dalam 

proses transaksi jual beli brand dalam bisnis waralaba Tahu Q Krispy 

mitra langsung datang ke lokasi untuk mengutarakan keinginan dan 

kebutuhannya dan tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan 

pembeli untuk menghindari jual beli yang di larang agama yaitu harus 
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terhindar dari berbagai macam penipuan, kecurangan serta penyamaraan 

barang dagangan, karena keuntungan yang di dapat dari jual beli yanga 

mengandung unsur-unsur tersebut adalah harap tanpa di perselisihkan 

lagi. Dalam akad transaksinya perusahaan selalu memberikan keterangan 

dan penjelasan semua fasilitas-fasilitas yang di produksinya. Dalam 

macam-macam jual beli terdapat jual beli bersyarat yang artinya Jual beli 

yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang 

untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku 

bacaan porno. atau hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua 

harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, 

“aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau 

menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual 

beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al syafi‟i. 

Dari analisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli yang 

ada di perusahaan waralaba Tahu Q Krispy tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli sudah 

memenuhi rukun syarat jual beli yaitu ijab dan qabul, pembeli dan mitra 

dengan suka rela melakukan transaksi jual beli, sedangkan dari segi akad 

juga sudash memenuhi syarat dari jual beli itu sendiri yaitu adanya orang 

yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam ketentuan jual 

beli bersyarat juga sudah memenuhi ketentuan hukum Islam karena lebih 

banyak mendatangkan maslahah daripada madharatnya.  
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B. Analisa Hukum Islam Terhadap objek jual beli Brand dalam Bisnis 

Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun 

Syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak 

kontribusi masing-masing pihak dalam asset bisnis ini. Meskipun 

demikian, syariat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional 

berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.
14

 

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara‟. Kerelaan 

antara kedua belah pihak menjadi syarat yang mutlah dalam melakukan 

transaksi jual beli. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa>: 29, berikut: 

 ٌْ ٍُْكَُىْ ثبِنْجبَطِمِ إِلا أَ انكَُىْ ثَ َٕ ٍَ آيَُُٕا لا تؤَكُْهُٕا أيَْ ٌبَ أٌَُّٓبَ انَّزٌِ

 ٌَ ٌَ ثِكُىْ تكَُٕ َ كَب ٌَّ اللََّّ لا تقَْتهُُٕا أََفْغَُكُىْ إِ َٔ ٍْ تشََاضٍ يُِْكُىْ  تجَِبسَح  عَ

ب  ً  سَحٍِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”.
15

 

 

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 

sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi terkait 
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objek jual beli (maqud alaih). Syarat objek jual beli harus jelas dan 

terbebas dari unsur penipuan. 

Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli harus berkata jujur 

dengan dilandasi keinginan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan 

dan saling membantu diantara keduanya. Penjual dan pembeli dilarang 

melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan 

mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Jual beli yang dilandasi 

dengan sikap jujur dapat menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan 

yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Terkait 

objek dalam bisnis waralaba Tahu Q Kripsy yaitu brand serta fasilitas-

fasilitanya. Dalam penentuan harga brand lebih mahal daripada  harga 

peralatannya. dikarenakan brand lebih di unggulkan daripada lain-lainya 

sebab adanya brand sesuatu perusahaan atau usaha tersebut terkenal. dan 

masyarakat lebih percaya  dengan adanya brand tersebut. Penjual dan 

pembeli dilarang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan 

yang besar dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. 

Objek Jual beli (Ma‟qud alayh) 

3. Pengertian Ma‟qud alayh 

Secara umum Ma‟qud alayh ialah sesuatu yang dapat 

dikenali melalui sejumlah kriteria tertentu atau perkara yang 

menjadi tentu dengan ditentukan. 

4. Hukum atas Ma‟qud alayh 

a. Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli 
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4) Ma‟qud alayh rusak dengan sendirinya atau rusak oleh 

penjual, jual beli batal. 

5) Ma‟qud alayh rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan 

pembeli harus membayar. 

6) Ma‟qud alayh rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal 

tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan 

membatalkan. 

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli 

2) Ma‟qud alayh rusak dengan sendirinya atau rusak oleh 

penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal 

sebab telah keluar dari tanggungan si penjual. Apabila yang 

merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan 

kepada perusaknya. 

2) Jika Ma‟qud alayh rusak oleh penjual 

c) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin 

penjual atau tidak tetapi telah membayar harga 

penjual bertanggung jawab. 

d) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya 

dan harga belum diserahkan, akad batal. 

Dengan demikian menurut analisa penulis, objek jual beli 

brand diperboleh dalam hukum Islam dalam menetukan harga telah 

diketahui oleh pihak mitra secara jelas dan sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Jual beli yang ada di perusahaan waralaba Tahu Q Krispy tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. perusahaan dalam melakukan 

transaksi jual beli sudah memenuhi rukun syarat jual beli yaitu ijab 

dan qabul, pembeli dan mitra dengan suka rela melakukan transaksi 

jual beli, sedangkan dari segi akad juga sudash memenuhi syarat dari 

jual beli itu sendiri yaitu adanya orang yang melakukan akad, yaitu 

penjual dan pembeli. Dalam ketentuan jual beli bersyarat juga sudah 

memenuhi ketenmtuan hukum Islam karena lebih banyak 

mendatangkan maslahah daripada madharatnya.  

2. Objek jual beli brand diperbolehkan dalam hukum Islam dalam 

menentukan harga brand dan peralatannya telah diketahui oleh pihak 

mitra secara jelas dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 

B. Saran 

Setelah menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis 

sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran 

penulis sebagai berikut: 
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Diharapkan kepada penjual ataupun pembeli yang terjun dalam 

usaha bisnis atau ual beli hendaklah mengetahui, memahami dan 

mengamalkan aturan-aturan yang ada atau hukum-hukum Islam dalam 

bermuamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan 

oleh semua pihak seperti kecurangan yang berakibat merugikan salah satu 

pihak. Islam menganjurkan orang-orang dalam mencari harta dengan jalan 

yang benar dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Karena orang 

yang melakukan dengan cara yang benar akan mendapat barokah dari 

Allah. 
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